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SATUAN INTELKAM 

 

 

Disahkan Oleh  

KAPOLRES WONOSOBO 

 
 

  

 

GANANG NUGROHO WIDHI,S.I.K.,M.T. 
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77020772 

PELAYANAN IJIN KERAMAIAN DAN STTP 
Judul SOP PELAYANAN IJIN KERAMAIAN DAN STTP 

DASAR HUKUM : 

 
1.   UNDANG - UNDANG RI NO. 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA; 

 

2.  UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK ( LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2009 

NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 5038 ); 

 
3.  PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 36 TAHUN 2012, TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN 
STANDAR PELAYANAN; 

 

4.  JUKLAK KAPOLRI NO.POL. : JUKLAK/28/II/1995, TANGGAL 9 FEBRUARI 
1991 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN; 

 

5. JUKLAP KAPOLRI NO.POL. : JUKLAP/02/XII/1995, TANGGAL 29 
DESEMBER 1995 TENTANG PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN 

MASYARAKAT. 

 

KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

 
1.   KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL, TRANSPARAN, DAN 

AKUNTABEL; 

 

2.  MEMAHAMI PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DENGAN CEPAT, MUDAH, 
TANGAP, SEDERHANA, DAN TARIF SESUAI PNBP; 

 

3.  MELAYANI SESUAI PROSEDUR YANG EFEKTIF DAN EFISIEN; 
 

4.  MEMBANGUN KESETARAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN; 

 
5.  MEMBANGUN TEMPAT YANG NYAMAN DAN REPRESENTATIF.  

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN 

1.  EVENT ORGANIZER/PANITIA/LEMBAGA PENYELENGGARA; 

2.  PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA / PEMILIK LOKASI BAIK INDOOR 

MAUPUN OUTDOOR; 
3.  SATUAN PENGAMANAN (PAM SWAKARSA/ORMAS); 

4.  BAG OPS DAN POLSEK JAJARAN POLRES WONOSOBO. 

1.  PERANGKAT KOMPUTER; 

2. PERANGKAT DOKUMENTASI; 

3.  PERANGKAT PENDUKUNG PELAYANAN PRIMA. 
  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN 

TERBENTUKNYA SISTEM PELAYANAN PRIMA DENGAN MENGEDEPANKAN 

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG AMAN, LANCAR, DAN TERKENDALI. 

DATA PULBAKET KEGIATAN MASYARAKAT DAPAT MENJADI BAHAN 

PERTIMBANGAN DALAM POLA PENGAMANAN. 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KET 
PEMOHON 

PETUGAS 

LOKET 

PETUGAS 
SURVEI 

LOKASI 

BAG OPS DAN 
SATUAN 

TERKAIT 

KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pemohon datang ke Loket Perijinan (SI / 

STTP) 

    Nomor antrian    

2 Pemeriksaan kelengkapan persyaratan : 

a.  Surat Permohonan / Pemberitahuan 

kegiatan; 
b. Proposal kegiatan; 

c. Izin tempat kegiatan; 

d. Izin / rekomendasi dari instansi terkait 
sesuai substansi acara atau Keterangan 

Tidak Keberatan warga bila 

menggunakan fasilitas umum; 

e. Foto Copy Paspor dan Visa (Apabila 
melibatkan orang asing); 

f. Rekomendasi dari Polsek setempat; 

g. AD / ART Organisasi; 
h. Surat pernyataan sanggup 

melaksanakan kegiatan dan 

memberikan jaminan keamanan dan 
keselamatan terhadap peserta kegiatan 

9 bagi kegaitan yang melibatkan massa 

dan beresiko kecelakaan); 
i. Fotocopy KTP Operator bagi kegiatan 

yang membutuhkan operasional tenaga 

ahli.  

    Berkas 

persyaratan.  

30 Menit Informasi 

kepada 

pemohon 
terkait dengan 

kelengkapan / 

keabsahan 
administrasi 

dan proses 

penerbitan 

Surat Ijin 
Keramaian (SI) 

maupun Surat 

Tanda Terima 
Pemberitahuan 

(STTP) hingga 

selesai 

 

3 Penyampaian Surat Permohoanan beserta 

kelengkapannya kepada Kapolres 
Wonosobo. 

    Berkas 

Persyaratan 

 Disposisi 

Kapolres  

 

4 Rapat koordinasi antara pemohon, Bag 
Ops, serta Satuan terkait untuk membahas 

jalannya rencana kegiatan serta kesiapan 

dari panitia. 

    Berkas 
Persyaratan 

dan data 

paparan panitia 

60 Menit Tergambarnya 
rangkaian 

kegiatan serta 

kerawanan 
gangguan 

kamtibmas 

 

5 Melaksanakan survei lokasi (Bag Ops dan 

Petugas Perijijnan) 

    Perangkat 

dokumentasi 

 Berita Acara 

Survei Lokasi  

 

6 Pelaporan hasil survei dan rapat koordinasi 

kepada Kapolres untuk penentuan 
kebijakan (ijin / tidak).  

    BA Survei 

Lokasi dan hasil 
Rakor. 

 Draf SI / STTP 

/ Surat 
Pemberitahuan. 

 

7 Penyerahan SI / STTP maupun surat 
pemberitahuan penolakan / penangguhan 

kegiatan. 

      SI / STTP / 
Surat 

Pemberitahuan. 

 

 


